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I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Badan Pusat Statistik sebagai salah satu sumber penerimaan
negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, namun
untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur
kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan publikasi elektronik dikenakan tarif tertentu
apabila diberikan dalam bentuk PDF pada media
compact disk. Untuk publikasi elektronik yang terdapat
dalam website Badan Pusat Statstik, tidak dikenakan
tarif tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data mikro” adalah data
tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan
dengan cara sensus, survei, kompilasi produk
administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknologi informasi”
adalah kegiatan teknologi informasi yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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